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KATA PENGANTAR 
 

 

 

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang 

Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, buku 

berjudul "HUKUM KONSTITUSI: Pilar Demokrasi dan Kekuasaan 

Negara" ini dapat diselesaikan. Buku ini hadir sebagai upaya untuk 

memberikan pemahaman mendalam tentang peran hukum konstitusi 

dalam membingkai kehidupan bernegara, menegakkan demokrasi, 

dan mengatur distribusi kekuasaan dalam suatu sistem 

ketatanegaraan. 

Hukum konstitusi merupakan fondasi utama dalam 

penyelenggaraan negara yang demokratis dan berkeadilan. Melalui 

konstitusi, batasan kekuasaan ditetapkan, hak asasi manusia 

dilindungi, dan mekanisme checks and balances dijaga agar tidak 

terjadi penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks 

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 beserta amendemennya 

menjadi landasan konstitusional yang mengarahkan perjalanan 

bangsa menuju cita-cita kemerdekaan: keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat. 

Buku ini membahas berbagai aspek hukum konstitusi, mulai 

dari teori kekuasaan negara, prinsip demokrasi konstitusional, hak 

konstitusional warga negara, hingga dinamika hubungan 

antarlembaga negara. Pembahasan diperkaya dengan analisis 

perbandingan konstitusi di berbagai negara serta putusan-putusan 

penting Mahkamah Konstitusi yang turut membentuk wajah hukum 

Indonesia. 

Penulisan buku ini tidak terlepas dari dukungan berbagai 

pihak. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para akademisi, 

praktisi hukum, dan rekan-rekan yang telah memberikan masukan 

berharga. Kami juga berterima kasih kepada penerbit yang telah 

membantu mewujudkan karya ini hingga sampai ke tangan pembaca. 

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh 

karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat kami nantikan 
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untuk penyempurnaan edisi mendatang. Semoga buku ini dapat 

bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta semua 

pihak yang tertarik mendalami hukum konstitusi dan 

perkembangannya. 

Akhir kata, semoga karya kecil ini dapat turut serta memperkaya 

khazanah keilmuan hukum di Indonesia dan menjadi inspirasi bagi 

terwujudnya tata kelola negara yang konstitusional dan demokratis. 
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Definisi Konstitusi dari Berbagai Perspektif 

Konstitusi merupakan konsep fundamental dalam hukum dan 

pemerintahan dengan berbagai macam definisi. Definisi tersebut 

akan terus berbeda, tergantung pada perspektif apa yang digunakan 

dalam mendefinisikan konstitusi itu sendiri. Secara umum, 

konstitusi adalah aturan dasar yang mengatur mengenai struktur, 

wewenang, dan hubungan antar lembaga negara serta menjamin 

hak-hak dasar warga negara (Elster, 1997). Tidak hanya pada aspek 

hukum, definisi konstitusi juga dapat dipahami dari sudut pandang 

politik, sosiologi, dan sejarah. 

Berdasarkan perspektif hukum, konstitusi adalah hukum 

tertinggi yang menjadi dasar utama dalam sistem hukum suatu 

negara. Hans Kelsen (1949) berpendapat bahwa konstitusi 

merupakan norma fundamental dalam hierarki hukum yang menjadi 

aturan rujukan dalam mengatur pembentukan dan pelaksanaan 

hukum lainnya. Perspektif hukum menekankan bahwa semua 

peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh negara, secara 

mutlak harus sesuai dan tidak bertentangan dengan konstitusi, 

sehingga peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi 

tersebut dapat ditanyakan sah dan berlaku. 

Dari sudut pandang politik, konstitusi dipahami sebagai alat 

untuk mendistribusikan sekaligus membatasi kekuasaan dalam 

suatu negara. Menurut Tushnet (2012), konstitusi tidak hanya 

menetapkan struktur pemerintahan tetapi juga menentukan 

bagaimana kekuasaan dijalankan serta diawasi. Oleh karena itu, dari 

perspektif politik ini, konstitusi sering dianggap sebagai kontrak 

sosial yang mengatur hubungan timbal balik antara rakyat dan 

pemerintah. 

Dalam perspektif sosiologis, konstitusi dipahami sebagai 

refleksi dari nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku dalam 

masyarakat. Rosenfeld (1992) menjelaskan bahwa konstitusi turut 

berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik 

suatu negara. Artinya, isi dan implementasi konstitusi adalah 

cerminan dari kondisi kehidupan bermasyarakat, sehingga tidak 

mutlak dan dapat berubah sesuai dengan dinamika masyarakat yang 

ada. 
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perempat negara bagian. Sementara itu, Indonesia mengatur 

bahwa perubahan UUD 1945 harus disetujui oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan persetujuan minimal 

dua pertiga anggota yang hadir dalam sidang (Roznai, 2014). 

Konstitusi juga dapat menetapkan batasan terhadap 

perubahan tertentu. Misalnya, Jerman melarang perubahan 

terhadap prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Pembatasan 

semacam ini bertujuan untuk menjaga identitas dasar negara dan 

mencegah terjadinya regresi demokrasi (Grote, 2019). 

Dalam perkembangannya, konstitusi di Indonesia tidak 

hanya bersifat normatif tetapi juga memiliki nilai simbolis dan 

politis yang kuat. UUD 1945, misalnya, sering dianggap sebagai 

manifestasi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, 

perubahan terhadap konstitusi selalu menjadi isu yang sensitif 

dan membutuhkan konsensus luas dari berbagai elemen 

masyarakat. Ini terlihat dalam proses amandemen UUD 1945 

yang dilakukan dengan pendekatan bertahap untuk memastikan 

legitimasi dan keberlanjutan sistem hukum yang berlaku. 

Ruang lingkup konstitusi mencakup berbagai aspek yang 

menjadi tonggak utama kehidupan berkebangsaan dan bernegara. 

Dari prinsip dasar negara hingga mekanisme perubahan konstitusi, 

setiap elemen dalam konstitusi dirancang untuk memastikan 

keberlangsungan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan 

bagi semua kelompok masyarakat. Untuk menjaga stabilitas politik 

dan supremasi hukum dalam suatu negara, sangat penting untuk 

memahami secara komprehensif terhadap materi muatan yang telah 

dan akan diatur dalam suatu konstitusi.  
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tersebut terjadi dikarenakan peristiwa-peristiwa politik, dan kondisi 

negara pada saat itu serta adanya perkembang diberbagai negara yang 

ikut mempengaruhi perubahan pada konstitusi.   

 

Sejarah dan Perkembangan Konstitusi 

Bahwa sejarah lahirnya Konstitusi di Indonesia, pada masa penjajahan 

Belanda, Indonesia merupakan bagian dari kerajaan Belanda, aturan 

yang digunakan pada saat itu adalah “Grondwet” dengan aturan 

tersebut seluruh hukum ditentukan melalui salah satu jalan yaitu 

“wet” (undang-undang) atau “algemeen maaatregel van bestuur” 

(keputusan raja Belanda), pada tahun 1855 terjadilah “reegering 

sreglement” yang menghasilkan “Indische stsstsregeling” yang di 

dalamnya mengenai 4 (empat) macam undang-undang yaitu: 

1. Wet. 

2. Ordonnantie. 

3. Algemeen maatregel van bestuur. 

4. Regeerings verordening 

Pada masa pendudukan Jepang sejak bulan Maret 1942 hingga 17 

Agustus 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak jauh berbeda 

dengan masa penjajahan Belanda, diantaranya Gubernur Jenderal di 

ganti  oleh  Gun-Sei Kan, departemen kehakiman diubah menjadi sihoo-

bu, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, ditetapkan 

suatu UUD 1945, persiapan itu telah dilakukan sejak akhir Mei 1945 

oleh Panitia Persiapan Kemerdekan Indonesia (PPKI) yang dipimpin 

oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wedioningrat, bahwa setelah kekalahan 

Jepang dari sekutu pada Perang Dunia II, Belanda berusaha kembali ke 

wilayah Indonesia dengan Netherland Indies Civil Affairs (NICA), 

akibatnya beberapa daerah di Indonesia diberi status Negara Bagian 

dari suatu federasi yaitu Belanda, kemudian pada tanggal 17 

November 1945, terjadilah perundingan pertama Indonesia dengan 

Belanda yang diwakili oleh Van Mook dan Sutan Syahrir dengan 

Pimpinan Jenderal Inggris Christison yang tidak menghasilkan apa-

apa, kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian Linggarjati pada tanggal 

25 Maret 1947 yang intinya adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah Belanda mengakui Pemerintah Republik Indonesia 

berkuasa de facto atas Jawa, Madura dan Sumatra. 
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cara yang khusus atau istimewa atau dengan persyaratan yang berat 

.(Hassan Suryono, 2015). 

Era reformasi telah membuka harapan baru perubahan menuju 

penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan dan 

akuntabel. Tujuan ini bertujuan untuk mewujudkan good governance 

serta kebebasan berpendapat, yang diharapkan dapat membawa 

bangsa Indonesia lebih dekat pada pencapaian tujuan nasional yang 

tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu gerakan reformasi diharapkan 

dapat mendorong perubahan mental pada seluruh elemen bangsa 

bangsa, baik pemimpin maupun rakyat, sehingga kita dapat 

menciptakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai 

kebenaran, keadilan kejujuran, tanggungjawab, kesetaraan dan 

persaudaraan. (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 

2009-2014, 2014) 

Perkembangan tuntutan perubahan UUD 1945 itu menjadi 

kebutuhan Bangsa Indonesia, selanjutnya tuntutan itu diwujudkan 

secara komprehensif, bertahap dan sistematis dalam setiap 

perubahan UUD 1945 yang sudah diamandemen. Perubahan 

konstitusi atau UUD memerlukan metode tertentu yang tidak 

bertujuan untuk memperketat dan membatasi proses perubahan 

tersebut. Tujuan dari berbagai cara yang digunakan dalam perubahan 

ini adalah memastikan bahwa setia modifikasi UUD didasarkan pada 

pertimbangan yang matang dan tidak dilakukan secara sembarangan, 

sehingga dapat mempersempit ruang gerak para politis dalam 

menentukan arah perubahan (Novendri M. Nggilu, 2014). 
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penting untuk membangun kesadaran konstitusional agar masyarakat 

memahami hak dan kewajibannya serta turut menjaga 

keberlangsungan negara hukum (Arizona, 2013). Dalam praktik 

global, banyak negara saling belajar dalam membangun konstitusi 

mereka. Namun, tidak semua sistem konstitusi bisa diterapkan begitu 

saja. Setiap negara memiliki sejarah, budaya, dan kebutuhan yang 

berbeda. Karena itu, konstitusi harus dibuat berdasarkan realitas lokal 

agar bisa diterima dan dijalankan secara efektif (Tushnet, 2009). 

Selain itu, konstitusi masa kini juga perlu memasukkan isu 

lingkungan. Negara-negara seperti Ekuador dan Bolivia sudah 

mengakui hak alam dalam konstitusinya. Langkah ini menunjukkan 

bahwa konstitusi tidak hanya bicara tentang manusia dan negara, 

tetapi juga tentang keberlanjutan hidup di bumi (Boyd, 2012). Dengan 

demikian, teori konstitusi harus terus berkembang mengikuti 

perubahan zaman. Konstitusi harus menjadi dokumen yang hidup 

yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, melindungi hak-hak 

dasar, dan menjamin keberlangsungan negara. Tanpa pemahaman 

dan penerapan yang baik, konstitusi akan kehilangan makna dan 

fungsinya sebagai pilar utama negara hukum (Elster, 2012). 

 

Konstitusionalisme: Prinsip, Perkembangan, dan 

Relevansinya dalam Negara Modern 

Konstitusionalisme merupakan suatu paham yang menekankan 

pentingnya pembatasan kekuasaan negara melalui konstitusi. Dalam 

pandangan ini, konstitusi tidak hanya dianggap sebagai dokumen 

hukum, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai dasar yang 

disepakati bersama oleh masyarakat suatu negara (Asshiddiqie, 

2019). Melalui konstitusionalisme, kekuasaan negara diorganisasi, 

dibatasi, dan diawasi agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. 

Pada hakikatnya, konstitusionalisme lahir dari semangat untuk 

melindungi hak-hak dasar manusia dari potensi penyalahgunaan 

kekuasaan. Hal ini dapat ditelusuri dari pengalaman sejarah bangsa-

bangsa yang pernah hidup di bawah rezim absolutisme. Oleh sebab itu, 

prinsip supremasi konstitusi menjadi titik sentral dalam setiap paham 

konstitusionalisme, di mana segala bentuk kekuasaan publik harus 

tunduk pada konstitusi (Tushnet, 2009). 
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undang-undang yang dibuat oleh parlemen tidak menyimpang dari 

konstitusi. Ketika hakim bebas dari tekanan politik dan intervensi 

kekuasaan lain, maka keputusan hukum dapat mencerminkan 

keadilan sejati (Isra, 2016). 

Konstitusionalisme juga menekankan pentingnya akuntabilitas 

dan transparansi dalam pemerintahan. Dalam negara demokratis, 

pejabat publik harus bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan 

mereka. Mekanisme ini penting untuk mencegah penyalahgunaan 

wewenang dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara 

(Ginsburg & Huq, 2018). Konstitusi bukan sekadar dokumen hukum 

yang tertulis, melainkan cerminan nilai-nilai mendasar yang mengikat 

seluruh komponen bangsa. Dalam konstitusi tertuang harapan 

kolektif atas keadilan, keteraturan, dan perlindungan terhadap hak-

hak dasar manusia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori 

konstitusi menjadi penting, tidak hanya bagi akademisi dan praktisi 

hukum, tetapi juga bagi masyarakat luas yang menjadi subjek dari 

konstitusi itu sendiri. 

Konstitusionalisme sebagai paradigma politik dan hukum 

memberikan arah yang jelas bahwa kekuasaan negara harus dibatasi 

dan diarahkan oleh konstitusi. Dengan adanya prinsip-prinsip seperti 

supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi 

manusia, maka pemerintahan tidak dijalankan atas dasar kehendak 

penguasa semata, melainkan berdasarkan hukum yang adil dan 

demokratis. Namun demikian, implementasi konstitusionalisme tidak 

selalu mudah. Konstitusionalisme menuntut kesadaran konstitusional 

dari para penyelenggara negara, integritas lembaga-lembaga hukum, 

serta partisipasi aktif dari masyarakat. Tanpa dukungan budaya 

hukum yang sehat, konstitusi berisiko menjadi simbol formal belaka 

yang kehilangan makna substantifnya. Karena itu, pendidikan 

konstitusi sejak dini, penguatan peran civil society, dan komitmen 

terhadap nilai-nilai demokrasi menjadi elemen penting dalam 

merawat konstitusionalisme. memahami teori konstitusi dan 

menerapkan konstitusionalisme bukan hanya urusan akademik atau 

teknis hukum, melainkan juga bentuk tanggung jawab moral untuk 

menciptakan tatanan masyarakat yang beradab, inklusif, dan 

berkeadilan. Inilah cita-cita luhur yang menjadi semangat dari 

konstitusi itu sendiri. 
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Organisasi Negara 

Negara merupakan suatu perkumpulan manusia yang mempunyai 

harapan untuk hidup bersama dengan berbagai persoalan yang 

dihadapi yang akan diatasi secara bersama. Kehidupan dalam suatu 

negara penuh dengan dinamika dan tantangan oleh karena keinginan 

dan kepentingan warga negara dengan sesama warga negara sering 

tidak sejalan, begitu pula keinginan penguasa dengan rakyat yang 

dipimpin kadangkala menimbulkan pertentangan. Jika diibaratkan 

negara merupakan suatu rumah tangga besar dengan persoalan yang 

kompleks di dalamnya, maka hampir setiap saat terjadi dispute yang 

bisa berujung pada perceraian. Dibutuhkan tatanan yang mengatur 

hak-hak dan kewajiban orang-orang yang berada dalam rumah tangga 

besar tersebut, sebab jika tidak ada tatanan yang mengatur mereka 

kemungkinan akan terjadi kesewenang-wenangan. 

Oppenheimer menulis pengertian negara sebagai suatu susunan 

kelas, ‘organisasi satu kelas yang berdiri atas kelas-kelas yang lain’ 

(Oppenheimer dalam Mac Iver, 1988:11).  Ada yang menulis, bahwa 

sebagai satu-satunya organisasi yang mengatasi kelas-kelas dan 

mewakili masyarakat sebagai satu keutuhan. Sebagian menafsirkan  

sebagai suatu sistem  kekuasaan, dan ada pula sistem kesejahteraan. 

Hal ini yang merupakan pemisah dua golongan besar  ahli-ahli politik 

dalam dunia modern yang masing-masing mengaitkan diri kembali 

kepada Machiavelli dan Grotius. 

Sebagian ada yang memandang negara sebagai suatu konstruksi 

perundang-undangan menurut konsep John Austin yang 

menggambarkan sebagai suatu hubungan antara yang diperintah dan 

yang memerintah atau dengan kata-kata yurisprudensi modern 

sebagai suatu masyarakat yang diorganisasikan untuk bertindak di 

bawah aturan-aturan hukum (Vinogradoff dalam  Mac Iver, 1988:11).  

Selain itu sebagian menyamakan negara dengan bangsa, yang 

menganggap kebangsaan bukan  sebagai faktor pokok, faktor yang 

tidak perlu bahkan sebagai unsur pemalsu yang mengaburkan sifat 

dan fungsi negara yang sesungguhnya. Sebagian melihat bahwa 

negara merupakan negara sebagai tidak kurang sebagai masyarakat 

yang saling menjamin dan ada pula yang melihat negara sebagai satu-

satunya pola dari seluruh aspek kehidupan. 
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4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara 

ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.  

5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan 

yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada 

organ negara.  

6.  Fungsi simbolik sebagai pemersatu (symbol of unity), sebagai 

rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (identity of nation), 

serta sebagai center of ceremony.  

7. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control), 

baik dalam arti sempit hanya dibidang politik maupun dalam arti 

luas mencakup bidang sosial dan ekonomi.  

8. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat 

(social engineering atau social reform) (Jimly Asshiddiqie, 2002:33).  

 

Lebih ringkas fungsi konstitusi dikemukakan Marwan Mas yang 

menjelaskan, pada hakikatnya konstitusi memiliki fungsi 

fundamental, yakni:  

1. Merupakan guidance (patokan) dasar dalam penyelenggaraan  

kekuasaan dasar pemerintah dan lembaga negara.  

2. Merupakan piagam terbentuknya suatu negara yang berdaulat agar 

diakui oleh negara lain dengan batas wilayah dan penduduk yang  

jelas.  

3. Sumber hukum tertinggi suatu negara dan dijadikan sebagai acuan 

dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di 

bawahnya (Marwan Mas, 2018:16).  

Urgensi sebuah konstitusi dalam konteks rambu-rambu yang 

membatasi kekuasaan dalam suatu negara, dapat dirujuk  pendapat 

Miriam Budihardjo, yang  menjelaskan bahwa: “Di dalam negara-

negara yang mendasarkan dirinya atas Demokrasi Konstitusional, 

Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi 

kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan 

kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian 

diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi” (Miriam 

Budiardjo, 2008: 96). 
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Konstitusi sebagai Titik Temu Kehidupan: Hukum, Sosial, 

dan Politik 

Sebagai dokumen hukum, politik, dan sosial, konstitusi berada pada 

titik temu sistem hukum, sistem politik, dan masyarakat (lihat Gambar 

4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1: Konstitusi sebagai Dokumen Hukum, Sosial, dan 

Politik 

Sumber: Diolah penulis 

 

1. Konstitusi sebagai Instrumen Hukum 

Konstitusi ‘menggabungkan kekuasaan dengan keadilan’ konstitusi 

membuat operasi kekuasaan dapat diprediksi secara prosedural, 

menegakkan supremasi hukum, dan membatasi kesewenang-

wenangan kekuasaan. Konstitusi adalah hukum tertinggi di negara 

ini, dan konstitusi memberikan standar yang harus dipatuhi oleh 

undang-undang biasa. 

2. Konstitusi sebagai Deklarasi Sosial 

Konstitusi sering kali berupaya, dalam berbagai tingkatan, untuk 

mencerminkan dan membentuk masyarakat—misalnya, dengan 

mengekspresikan identitas dan aspirasi bersama (yang ada atau 

yang dimaksudkan) dari masyarakat, atau dengan menyatakan 

nilai-nilai dan cita-cita bersama. Ketentuan-ketentuan ini 

umumnya ditemukan dalam pembukaan dan deklarasi 

pembukaan, tetapi juga dapat ditemukan dalam sumpah dan motto 

atau pada bendera dan simbol-simbol lain yang ditetapkan oleh 

Konstitusi. Ketentuan substantif lain dalam konstitusi, khususnya 

yang mendefinisikan hak sosial ekonomi, kebijakan budaya atau 

bahasa, atau pendidikan, mungkin juga termasuk dalam kategori 

ini (Lutz  dalam  Elliot Bullmer, 2017: 7-8).  
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tertulis tidak memiliki satu dokumen dan lebih dipengaruhi oleh 

norma-norma tradisi dan konvensi (Frinaldi and S, 2005). Edward M. 

Sait memberikan penjelasan bahwa konvensi merujuk pada pedoman 

perilaku politik (Budiardjo, 2003). Dengan demikian, pemahaman ini 

menyiratkan konstitusi yang tidak tertulis juga mencakup aspek-

aspek yang berkembang dalam masyarakat yang dianggap sebagai 

norma-norma dalam hukum negara. Hampir semua negara memiliki 

konstitusi berbentuk tulisan, namun terdapat beberapa negara yang 

menerapkan konstitusi tidak tertulis, seperti Inggris dan Kanada.  

 

Konstitusi Tertulis 

Konstitusi Tertulis merujuk pada konstitusi yang disusun dalam suatu 

dokumen resmi. Antonius Alexis Hendrikus Struycken mengartikan 

Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi yang tertulis dalam bentuk 

dokumen formal. Dokumen ini mencerminkan hasil perjuangan politik 

bangsa di masa lalu, mencakup berbagai tingkat perkembangan 

ketatanegaraan bangsa, serta pandangan para pemimpin bangsa yang 

ingin diwujudkan, baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan 

datang, dengan harapan bahwa perkembangan kehidupan 

ketatanegaraan akan terarah (R., 2019).  

Sejumlah pakar memiliki pendapat yang berbeda mengenai 

definisi konstitusi. Perbedaan ini terkait dengan apakah konstitusi 

dapat dianggap sama dengan Undang-Undang Dasar. Terkait isu ini, 

terdapat dua pandangan di antara para ahli. Beberapa dari mereka 

menilai ada perbedaan antara konstitusi dan Undang-Undang Dasar, 

sementara yang lainnya berpendapat sebaliknya. Herman Heller 

memberikan penjelasan tentang pengertian konstitusi yang dibagi 

menjadi tiga kategori(Jurdi, 2019), yaitu: 

1. Die Politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit. Konstitusi 

sebagai cerminan dari realitas sosial. Sebuah konstitusi 

mencerminkan dinamika kehidupan politik dalam masyarakat 

sebagai bentuk kenyataan. Artinya, ia memuat aspek-aspek politik 

dan sosiologi.  

2. Die Verselbstandigte Rechhtsverfassung. Konstitusi adalah 

kumpulan norma yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Ini 

berarti memiliki makna yuridis.  
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diambil sebelumnya. Akibatnya, banyak individu enggan untuk 

mengajukan tuntutan di pengadilan karena mereka merasa tidak 

dapat memprediksi hasil dari putusan yang tidak didasari oleh 

undang-undang tertulis. 

 

Sedangkan kelemahan konstitusi tidak tertulis, yaitu(Setiyono, 

2024): 

1. Biasanya tidak jelas dan tidak pasti 

Karena pedoman hukum dan peraturan negara tidak dapat 

dijumpai dalam satu wadah, selalu ada ketidakjelasan mengenai 

apa yang dimaksud dengan undang-undang tersebut. Keberadaan 

yang tidak terformulasi secara tertulis ini dapat menyebabkan 

ketidakpastian dalam hal ketentuan dan isi, yang sering kali 

tergantung pada sudut pandang individu dan tingkat pemahaman. 

Ketidakjelasan dalam ketentuan hukum mengakibatkan 

kesulitan dalam merujuk dan dapat memicu pelanggaran terhadap 

hak-hak warga negara yang kurang memahami posisi undang-

undang tersebut. Ini menjadi salah satu kelemahan konstitusi tidak 

tertulis dan sering menjadi sasaran kritik dari para ahli hukum. 

Sebagai alternatif, untuk memahami aturan-aturan konstitusi 

yang tidak tertulis, perlu untuk merujuk kepada undang-undang 

lain yang memberikan penjelasan mengenai konstitusi tersebut. 

Akibatnya, banyak pekerjaan penafsiran undang-undang 

diserahkan kepada lembaga peradilan. Dalam konteks ini, pasal-

pasal dalam konstitusi akan menjadi ambigu, sehingga sangat 

menantang bagi siapapun untuk menjelaskan maksud dari 

ketentuan tertentu. 

2. Sulit memastikan inkonstitusionalitas suatu undang-undang 

Konstitusi yang tidak ditulis menyebabkan individu kesulitan 

dalam memahami hak dan kewajiban mereka, serta kewajiban 

pemerintah. Ini merupakan salah satu kelemahan utama dari 

keberadaan konstitusi yang tidak tertulis dalam suatu negara. 

Karena sifatnya yang tidak formal, sulit untuk dengan cepat 

menentukan inkonstitusionalitas suatu peraturan. Kondisi ini 

dapat membuka peluang bagi timbulnya kediktatoran lewat 

penyalahgunaan dan eksploitasi dari norma-norma yang tidak jelas 

atau tidak tertulis. 
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3. Tidak cocok untuk sistem pemerintahan federal 

Konstitusi yang tidak tertulis memang ada, meskipun tidak berarti 

tidak terdapat dokumen resmi. Namun, dokumen-dokumen 

tersebut tidak disatukan dalam satu naskah tunggal, melainkan 

diatur dalam berbagai peraturan atau undang-undang. Oleh karena 

itu, konstitusi yang tidak tertulis dapat dipahami sebagai konstitusi 

yang terdiri dari elemen-elemen baik yang tertulis maupun yang 

tidak. Umumnya, sebagian besar dari konstitusi ini bergantung 

pada praktik atau konvensi yang ada, di mana praktik 

konstitusional tersebut mungkin tidak selalu bersifat sebagai 

aturan hukum. Ini merupakan salah satu karakteristik utama dari 

konstitusi yang tidak tertulis dan mungkin kurang sesuai untuk 

model pemerintahan federal. 

Konstitusi yang tidak tertulis tidak cukup kuat untuk 

mendukung sistem pemerintahan federal, karena sistem tersebut 

membutuhkan penentuan yang tegas tentang pembagian 

kekuasaan dan tanggung jawab di antara berbagai lembaga 

pemerintah. Selain itu, pemisahan kekuasaan dan fungsi di antara 

berbagai cabang pemerintahan sangat penting. Ini juga menjadi 

kelemahan dari keberadaan konstitusi yang tidak tertulis. 

Ada dua jenis konstitusi di seluruh dunia, yaitu konstitusi tertulis 

dan konstitusi tidak tertulis. Meskipun bentuknya berbeda, konstitusi 

merupakan elemen fundamental di setiap negara. Dalam konteks 

kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi memiliki peranan 

yang sangat vital. Sebagai dokumen hukum yang mendasar, konstitusi 

menawarkan kerangka bagi organisasi dan fungsi negara, sekaligus 

mendefinisikan hak-hak dasar masyarakat dan membatasi kekuasaan 

pemerintah. Konstitusi berperan krusial dalam memelihara stabilitas 

politik, memastikan keadilan, serta melindungi hak asasi manusia. 

Pentingnya konstitusi tampak dalam perannya sebagai dasar bagi 

supremasi hukum, mendorong persatuan nasional, dan 

menyeimbangkan kekuasaan di antara berbagai lembaga negara. 
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5. Kekuasaan pemerintahan: Untuk mencegah penyalahgunaan 

kekuasaan, maka pemerintahan dibagi menjadi beberapa lembaga 

seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 

Demokrasi dapat dijalankan dengan berbagai model, seperti 

demokrasi langsung yaitu rakyat langsung mengambil keputusan, 

misalnya dalam hal referendum, atau demokrasi perwakilan dimana 

rakyat memilih wakil untuk membuat keputusan atas nama mereka. 

Namun tantangan utama dalam demokrasi adalah bagaimana 

memastikan partisipasi yang adil dan merata bagi semua warga 

negara, serta menjaga agar tidak ada penindasan terhadap pihak-

pihak tertentu, terutama bagi kelompok-kelompok minoritas. 

 

Model Demokrasi Representatif  

Demokrasi representatif adalah sistem demokrasi perwakilan 

(democracy representative) yang memberikan hak kepada rakyat 

melalui wakil-wakilnya di dewan untuk memperjuangkan aspirasinya 

bagi perbaikan keadaan masyarakat secara keseluruhan. Setiap warga 

negara memiliki hak untuk memilih wakil-wakil yang akan mewakili 

kepentingan mereka dalam pembuatan keputusan-keputusan politik 

dan kebijakan publik. Keputusan-keputusan tersebut diwujudkan 

dalam suatu bentuk produk legislasi (Wardhani, 2019). Dengan 

demikian, dalam sistem demokrasi perwakilan ini, warga negara tidak 

terlibat secara langsung dalam setiap pengambilan keputusan, akan 

tetapi memilih perwakilan yang mereka percayai untuk membuat 

keputusan-keputusan atas nama mereka.  

Berikut ini adalah beberapa karakteristik utama dari demokrasi 

representatif: 

1. Adanya Pemilihan Umum  

Dalam demokrasi representatif, rakyat tidak secara langsung 

mengambil keputusan-keputusan politik, melainkan melalui wakil-

wakil yang mereka pilih dalam pemilihan umum (Budiardjo, 2003). 

Dalam hal ini, keterlibatan langsung warga negara dalam 

pembuatan keputusan politik terbatas pada saat pemilu. Di luar 

pemilu, warga negara biasanya tidak terlibat secara langsung 

dalam pembuatan kebijakan, meskipun mereka dapat mengajukan 

aspirasi atau melibatkan diri dalam proses politik melalui beberapa 
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1. Partisipasi Aktif: Demokrasi deliberatif mendorong partisipasi 

semua warga negara, bukan hanya melalui pemilihan umum, 

tetapi juga melalui forum-forum diskusi publik yang 

memungkinkan setiap orang untuk menyuarakan pandangannya. 

2. Deliberasi Rasional: Proses pengambilan keputusan harus 

melibatkan pertukaran pendapat secara rasional. Dalam 

deliberasi ini, peserta diharapkan untuk tidak hanya mencari 

kemenangan argumen mereka, tetapi juga berusaha untuk 

memahami dan menghargai perspektif orang lain. 

3. Konsensus atau Pemahaman Bersama: Salah satu tujuan utama 

dari demokrasi deliberatif adalah mencapai konsensus atau 

pemahaman bersama mengenai isu-isu yang ada. Meskipun tidak 

selalu memungkinkan untuk mencapai kesepakatan penuh, model 

ini berfokus pada upaya untuk menemukan titik temu yang bisa 

diterima oleh semua pihak. 

4. Kesetaraan dalam Diskusi: Setiap peserta harus memiliki 

kesempatan yang setara untuk berbicara dan menyampaikan 

pendapat mereka. Oleh karena itu, mekanisme deliberatif 

berusaha untuk menciptakan ruang yang inklusif dan bebas dari 

dominasi suara mayoritas yang dapat mengesampingkan 

pendapat minoritas. 

5. Ruang Publik: Demokrasi deliberatif seringkali membutuhkan 

adanya ruang publik yang memungkinkan warga negara untuk 

berdiskusi secara terbuka dan bebas, baik itu dalam bentuk 

pertemuan langsung, media sosial, forum, atau rapat umum. 

6. Pentingnya Keterbukaan dan Transparansi: Proses deliberatif 

harus berlangsung dengan keterbukaan, di mana informasi yang 

relevan dan penting tersedia bagi semua pihak yang terlibat dalam 

diskusi. 

Model demokrasi deliberatif berusaha menciptakan proses yang 

lebih inklusif, adil, dan rasional dalam pengambilan keputusan politik. 

Model ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas keputusan yang 

diambil oleh pemerintah, serta memastikan bahwa keputusan 

tersebut lebih mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat 

secara bersama-sama (Muttaqien & Ramdan, 2023). Hal itu dilakukan 

dengan memberi ruang bagi dialog terbuka dan pertukaran ide yang 
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mendalam. Namun tantangan dalam model demokrasi deliberatif 

adalah bagaimana menjaga agar proses deliberasi tetap berjalan 

dengan efisien dan tidak terjebak dalam proses yang terlalu lama dan 

tidak produktif, serta bagaimana mengatasi ketimpangan dalam hal 

akses atau kemampuan berpartisipasi yang mungkin ada di antara 

warga negara. 
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Pendahuluan 

Demokrasi merupakan konsep yang sejak lama sudah banyak 

dipraktikkan oleh banyak negara didunia jika ditinjau dari aspek 

historis. Bahwa demokrasi pertama kali telah diimplementasikan atau 

dipraktikkan di negara kota Athena pada tahun 350 sebelum masehi 

(SM) dan juga diimplementasikan di negara kota Yunani pada tahun 

450 sebelum masehi (SM). Hal ini menunjukan memang bahwa 

implementasi konsep demokrasi sudah begitu sangat lama didunia ini. 

Seorang negarawan ternama dari negara kota Athena yang 

bernama Pericles, pada tahun 431 SM telah menjelaskan tentang 

konsep demokrasi dengan mengungkapkan beberapa kriteria tentang 

demokrasi, yaitu: 

1. Pemerintah oleh rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh dan 

secara langsung; 

2. Kesamaan didepan hukum (equality before the law); 

3. Pluralisme, yakni sebuah penghargaan atas semua minat, bakat, 

keinginan, dan semua pandangan, dan  

4. Sebuah penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah 

pribadi untuk mengekspresikan dan memenuhi kepribadian 

individual (Eep Saefulloh Fatah, 1994). 

Bahwa pandangan yang dikemukakan oleh Pericles diatas 

merupakan sebuah pandangan negarawan yang memaknai demokrasi 

hakikatnya harus diimplementasikan secara prosedural dan 

substansial berdasarkan pada nilai-nilai dimana warga negara atau 

rakyat memiliki peran sentral dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

Demokrasi menjadikan rakyat sebagai penentu siapa yang akan 

menjadi pemimpin, bagaimana menentukan pola kepemimpinan, 

serta pelaksanaanya yang hendak diimplementasikan dalam sebuah 

negara. Hal ini merujuk pada pengertian demokrasi secara etimologi, 

bahwa demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani. Terdiri dari dua 

kata, yakni demos yang berarti rakyat, dan cratos yang memiliki arti 

kekuasaan atau berkuasa. Maka demokrasi dapat dimaknai kekuasaan 

ada ditangan rakyat atau rakyat yang berkuasa (Sri Utari, 1998). 

Dengan demikian bahwa kekuasaan ditangan rakyat berarti 

mengandung tiga pengertian, yakni government of the people 
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konstitusi merupakan dua hal yang saling menopang dan melengkapi 

satu sama lain.  

Secara substansial, demokrasi berakar pada prinsip kedaulatan 

rakyat, perlindungan dan persamaan terhadap hak asasi manusia, 

serta sistem pemilihan umum yang bebas dan adil. Namun, tanpa 

didasari sebuah konstitusional yang kokoh, sistem demokrasi justru 

terdistorsi kekuasaan mayoritas yang sewenang-wenang (tyranny of 

the majority) atau dalam bentuk manipulasi kekuasaan oleh elit politik 

(Levitsky, S., & Ziblatt, D., 2023). Dengan demikian, sesungguhnya 

adanya konstitusi harus menjadi pelindung nilai-nilai dan pengatur 

jalanya sebuah sistem demokrasi. 

Gagasan konstitusi dalam sistem ketatanegaraan menetapkan 

pembagian kekuasaan dan Batasan-batasan dalam menjalankan 

kekuasaan pemerintahan negara (checks and balances), serta 

konstitusi merupakan bentuk hukum tertinggi yang melindungi hak-

hak warga negara yang mengikat seluruh warga negara (Landau, D., & 

Dixon, R., 2022). Dalam konteks Indonesia, misalnya, peran 

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan sengketa hasil 

pemilu sebagai wujud perlindungan kedaulatan rakyat dan menjaga 

konstitusionalitas sebuah Undang-undang sangat diperlukan demi 

tegaknya demokrasi dan konstitusi (Patra, R., 2022). 

Dengan demikian, demokrasi dan konstitusi merupakan dua 

elemen yang menjadi pondasi penting bagi terwujudnya sebuah 

tatanan negara hukum yang demokratis, adil, dan sehantera. Karena 

pada dasarnya konstitusi tanpa demokrasi kehilangan legitimasi, dan 

demokrasi tanpa konstitusi berisiko kehilangan arah.  
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mengorientasikan Negara Indonesia untuk menganut konsep Negara 

Hukum yang Demokratis (Democratische Rechtsstat) sekaligus juga 

menganut konsep Negara Demokrasi yang berdasar atas Hukum 

(Constitutional Democracy) yang tidak terpisahkan satu sama lain. 

Karena kedua prinsip tersebut, merupakan wujud yang nyata dari 

keyakinan seluruh bangsa Indonesia terhadap prinsip Ketuhanan 

Yang Maha Esa atau Kedaulatan Tuhan (Asshiddiqie, 2005b). 

Sehubungan dengan hal tersebut, secara khusus dalam Bab 8 ini akan 

membahas lebih lanjut mengenai Kedaulatan Rakyat Dalam 

Perspektif Konstitusi sebagai salah satu prinsip pokok yang menjadi 

dasar dalam sistem penyelenggaraan Negara Indonesia.  

 

Konsep Kedaulatan Rakyat 

Pembahasan mengenai Negara Hukum dan Demokrasi dalam 

menyoroti dinamika penyelenggaraan negara dan pemerintahan, akan 

senantiasa menjadi salah satu materi yang menarik untuk 

didiskusikan oleh para ilmuwan hukum maupun ilmuwan politik serta 

ilmuwan sosial lainnya.  Hal tersebut dikarenakan dalam memahami 

konsep Negara Hukum tanpa adanya Demokrasi di dalamnya, maka 

hanya seperti membahas suatu konsep yang kurang bermakna. Pada 

praktiknya, meskipun setiap kebijakan pemerintah yang dituangkan 

ke dalam produk hukum dalam suatu negara hukum telah memiliki 

validitas secara yuridis, namun apabila dalam pembentukannya tidak 

melibatkan rakyat serta tidak berorientasi pada kepentingan rakyat, 

maka dapat dimungkinkan produk hukum tersebut bertentangan 

dengan kehendak rakyat serta dapat dibatalkan karena mengandung 

cacat secara formil maupun materiil. Demikian juga, apabila dalam 

penyelenggaraan Demokrasi tanpa disertai dengan prinsip negara 

hukum, maka dapat berimplikasi terjadinya berbagai tindakan anarki 

dan keadaan chaos dalam masyarakat. Sehingga dapat dibayangkan 

bahwa penyelenggaraan negara akan sempurna sebagaimana 

lazimnya di dalam negara hukum, bilamana ditopang oleh sistem 

demokrasi yang baik. Hal tersebut dikarenakan di dalam sistem 

demokrasi, pada dasarnya kedaulatan penyelenggaraan negara akan 

ditempatkan secara penuh di tangan rakyat (kedaulatan rakyat) (F. 

Manan, 2011).  
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kultural bangsa Indonesia. Kultur dan budaya bangsa Indonesia lahir 

dari suku-suku bangsa Indonesia yang sudah ada di wilayah nusantara 

sejak lama, dan suku-suku bangsa tersebut yang membentuk nilai-

nilai Pancasila. Suku bangsa dan golongan itulah yang mempunyai 

nilai-nilai budaya yang berbeda dan senantiasa berselisih, kemudian 

bersinergi dan membentuk nilai-nilai Persatuan Indonesia. 

Kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila pada intinya 

mengandung adanya 2 (dua) prinsip, yaitu prinsip kerakyatan dan 

prinsip musyawarah. Prinsip kerakyatan merupakan prinsip 

kesadaran akan cinta kepada rakyat, manunggal dengan cita-cita 

rakyat, berjiwa kerakyatan, menghayati kesadaran senasib, 

seperjuangan dan cita-cita bersama. Sementara itu, prinsip 

musyawarah untuk mufakat merupakan prinsip yang memperhatikan 

aspirasi atau kehendak dari seluruh rakyat Indonesia, baik melalui 

forum permusyawaratan maupun aspirasi murni dari rakyat. 

Selanjutnya, untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia, dibutuhkan adanya tertib hukum. Dalam praktiknya, 

tertib hukum akan dapat diimplementasikan dengan baik jika negara 

Indonesia menganut teori kedaulatan hukum. Oleh karena itu, 

Indonesia mendasarkan sistem penyelenggaraan pemerintahannya 

pada Hukum dan tidak bersifat absolut. Hal tersebut dimaknai bahwa 

kekuasaan yang berada dan dilakukan oleh negara dibatasi oleh 

peraturan perundang-undangan dan tidak didasarkan pada 

kekuasaan yang absolut (Sutoyo, 2016). 

 

Penutup 

Sebagaimana dalam pembahasan di atas, maka dapat dipahami 

bahwasanya konsep kedaulatan rakyat merupakan substansi penting 

dalam penyelenggaraan negara modern. Dri perspektif UUD NRI 

Tahun 1945 yang merupakan konstitusi tertulis serta sebagai hukum 

dasar tertulis (written constitution), telah dinyatakan tegas di 

dalamnya bahwa Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat. 

Namun demikian, hal penting yang harus diperhatikan juga yaitu 

bahwa prinsip kedaulatan rakyat yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 

(2) UUD NRI Tahun 1945 merupakan prinsip kedaulatan rakyat yang 

berdasarkan Pancasila. Sebagai falsafah hidup bangsa, maka dalam 
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penyelenggaraan kedaulatan rakyat di Indonesia secara mendasar, 

mengacu pada nilai-nilai Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, 

kedaulatan rakyat yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan 

keadilan serta peradaban, kedaulatan rakyat sebagai persatuan 

Indonesia, dan berkedaulatan rakyat yang tata caranya dilaksanakan 

dengan cara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan/perwakilan yang bermuara pada 

terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
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langsung); Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di 

desa/kelurahan; Rapat warga atau forum konsultasi publik. Aksi 

demonstrasi atau partisipasi dalam unjuk rasa yang sah menurut 

hukum. 

Partisipasi tidak langsung dilakukan melalui perwakilan atau 

organisasi yang mewakili kepentingan publik. Dalam bentuk ini, 

masyarakat tidak hadir secara langsung tetapi mempercayakan 

aspirasinya kepada pihak ketiga. Contohnya: Memilih wakil rakyat 

(DPR/DPRD) yang mewakili aspirasi konstituen; Keterlibatan dalam 

LSM, organisasi profesi, atau ormas yang menyuarakan kepentingan 

masyarakat; Dukungan terhadap partai politik atau kampanye 

kebijakan melalui media sosial; Delegasi masyarakat dalam forum-

forum strategis pemerintahan. 

Dalam konteks Indonesia, partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan telah diatur secara legal melalui Undang-Undang No. 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 

yang menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap 

tahap perencanaan pembangunan. Selain itu, Permendagri No. 86 

Tahun 2017 juga mempertegas bahwa perencanaan pembangunan 

daerah wajib melibatkan masyarakat melalui proses konsultasi dan 

musyawarah. 

      

Partisipasi Publik dalam Proses Pemilu 

Partisipasi publik dalam pemilu merupakan elemen fundamental 

dalam demokrasi modern, memungkinkan warga negara untuk 

terlibat secara aktif dalam menentukan arah pemerintahan melalui 

mekanisme pemilihan umum. Konsep partisipasi ini mencakup 

beragam bentuk keterlibatan, mulai dari aktivitas formal seperti 

memberikan suara (voting), hingga partisipasi informal seperti 

mengikuti debat publik, kampanye politik, atau mendukung kandidat 

dan partai tertentu.(Almond, G. A. & Verba, S., 1963) 

Partisipasi pemilih tidak hanya terbatas pada aspek prosedural 

pemilu, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam diskusi politik, 

peningkatan kesadaran masyarakat, dan pembentukan agenda 

kebijakan. Menurut Pierre Rosanvallon, partisipasi politik bukan 

sekadar hak, melainkan juga kewajiban moral warga negara untuk 
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mana banyak anggota DPR beranggapan bahwa partisipasi publik 

sudah terwakili melalui fungsi representasi mereka. Pandangan ini 

mengabaikan prinsip partisipasi langsung dalam demokrasi 

modern. 

Hal ini tercermin dalam pernyataan Ketua Baleg DPR RI 

Supratman Andi Agtas (2023) yang menyatakan bahwa "DPR 

sudah cukup mewakili suara rakyat, sehingga tidak perlu terlalu 

banyak masukan dari luar". Pernyataan ini bertolak belakang 

dengan semangat UU No. 12/2011 yang menjamin hak masyarakat 

untuk terlibat dalam pembentukan hukum.
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Sistem Pemerintahan 

Sistem sering disamakan dengan cara yang akan ditempuh dalam 

mencapai suatu tujuan. Sistem adalah suatu keseluruhan terdiri dari 

beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara 

bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhan, sehingga 

hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-

bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik 

akan mempengaruhi keseluruhannya (Kusnardi & Harmaily Ibrahim, 

1980). Sistem pemerintahan terdapat bagian-bagian dari 

pemerintahan yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsinya 

sendiri-sendiri namun secara keseluruhan bagian-bagian itu 

merupakan satu kesatuan yang padu dan bekerjasama secara rasional. 

Cara bekerja dan berhubungan poros kekuasaan eksekutif, 

legislatif dan yudikatif disebut sebagai sistem pemerintahan negara. 

Yang dimaksud sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan 

dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Di dalam studi ilmu 

negara dan ilmu politik dikenal tiga sistem pemerintahan negara, yaitu 

presidensial, parlementer, dan referendum. Dan juga juga dikenal 

sistem pemerintahan yaitu presidensial, sistem parlementer, sistem 

kolegial (collegial system), sistem  monarki, dan sistem campuran 

(hybrid).  

 Pemerintahan dalam arti luas segala bentuk kegiatan atau 

aktivitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ 

negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk 

menjalankan kekuasaan. Pengertian pemerintahan seperti ini 

mencakup kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan negara yang 

dilakukan oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif.  

Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit tidak lain adalah 

aktivitas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh fungsi eksekutif 

yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Presiden maupun Perdana 

Menteri sampai level birokrasi yang paling rendah tingkatannya. 

Dengan kata lain penyelenggaraan fungsi-fungsi administratur atau 

bestuur inilah yang disebut sebagai pemerintahan dalam arti sempit. 

Pemerintahan negara adalah dalam konteks pemerintahan dalam 

arti luas yaitu meliputi pembagian kekuasaan dalam negara, 

hubungan antar alat-alat perlengkapan negara yang menjalankan 
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MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden 

dalam masa jabatannya menurut UUD. Menurut Pasal 7A UUD 1945 

pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden ini atas usul DPR 

apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum yang berupa 

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana 

lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi 

memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.  

Untuk mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil 

Presiden, maka DPR terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada 

Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus 

pendapat DPR tentang adanya indikasi perbuatan melanggar hukum 

yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

 

Pasal 7B UUD 1945 menyatakan : 

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat 

diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu 

mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, 

dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil 

Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa 

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak 

pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau pendapat 

bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi 

syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden. 

(2) Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah 

melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi 

memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden 

adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. 

(3) Pengajuan Permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya 

dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari 

jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang 

dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR.  

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus 

dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling 

lambat sembilan puluh hari setelah permintaan DPR itu diterima 

oleh Mahkamah Konstitusi. 



Sistem Pemerintahan Presidensial Vs Parlementer 

 

169 Didik Suhariyanto 

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden 

dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum 

berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, 

tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau 

terbukti Presiden dan/atau wakil Presiden tidak lagi memenuhi 

syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan 

Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk 

meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/Wakil Presiden 

kepada MPR 

(6) MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul 

DPR tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak MPR menerima 

usul tersebut. 

(7) Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau 

Wakil Presiden harus diambil rapat paripurna MPR yang dihadiri 

oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui 

oleh sekurang-kurangnya ¾ dari  jumlah anggota yang hadir, 

setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan 

menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR. 

 

Pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945 dalam sistem 

pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 setelah perubahan adalah 

sistem presidensial, karena : 

1. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus merangkap kepala 

pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan 

sehari-hari. 

2. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, 

maka tidak bertanggungjawab kepada parlemen baik kepada DPR 

maupun kepada MPR. 

3. Presiden dan DPR menempati kedudukan yang sejajar sehingga 

Presiden tidak berwenang membubarkan Parlemen. 

4. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. 

5. Presiden melaksanakan tugas dan wewenangnya selama lima 

tahun atau dalam masa jabatan yang tetap (fixed term). 
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Sejarah dan Konsep Checks and balances 
Checks and balances adalah konsep fundamental dalam sistem 

ketatanegaraan yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan 

kekuasaan dengan memastikan bahwa setiap cabang pemerintahan 

memiliki mekanisme pengawasan terhadap cabang lainnya. Prinsip ini 

menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi modern, terutama dalam 

negara-negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial 

maupun parlementer. Konsep checks and balances berakar dari 

pemikiran Montesquieu dalam karyanya The Spirit of the Laws, di 

mana ia mengemukakan gagasan pemisahan kekuasaan sebagai cara 

untuk mencegah tirani. Melalui checks and balances, setiap cabang 

pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki kekuatan 

untuk mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan satu sama lain 

(Indra Rahmatullah, 2013). 

Checks and balances merupakan mekanisme dalam sistem 

ketatanegaraan yang memastikan bahwa tidak ada satu pun cabang 

pemerintahan yang memiliki kekuasaan absolut. Setiap cabang 

pemerintahan diberikan kewenangan untuk mengontrol dan 

menyeimbangkan kekuasaan cabang lainnya, sehingga tercipta 

keseimbangan dalam pengambilan kebijakan. Checks and balances 

dapat diterapkan melalui berbagai cara, antara lain hak veto eksekutif 

terhadap keputusan legislatif, persetujuan legislatif terhadap 

pengangkatan pejabat tinggi oleh eksekutif, judicial review oleh 

yudikatif terhadap undang-undang yang disahkan oleh legislatif, serta 

impeachment terhadap pejabat eksekutif yang menyalahgunakan 

kekuasaan (Ayuningtiyas et al., 2023). 

Prinsip dasar checks and balances terdiri atas beberapa elemen 

utama, yaitu pemisahan kekuasaan di mana kekuasaan dibagi menjadi 

tiga cabang utama eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan fungsi 

yang berbeda, akuntabilitas yang mengharuskan setiap cabang 

pemerintahan bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakannya 

kepada publik dan institusi lainnya, kontrol dan keseimbangan yang 

memastikan setiap cabang memiliki mekanisme kontrol untuk 

membatasi kekuasaan cabang lainnya, serta keterbukaan dan 

transparansi yang memastikan pemerintah beroperasi dengan 

keterbukaan agar dapat diawasi oleh masyarakat dan lembaga lainnya 

(Hasbi et al., 2024). 
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mengutamakan meritokrasi dan transparansi, bukan kepentingan 

politik. Selain itu, anggaran pengadilan perlu dijamin secara 

independen agar tidak menjadi alat tekanan dari eksekutif. 

Penguatan mekanisme pengawasan internal dalam sistem 

peradilan juga penting untuk mencegah korupsi dan 

penyalahgunaan wewenang. Negara harus memberikan 

perlindungan bagi hakim agar mereka dapat menjalankan tugasnya 

tanpa tekanan politik atau ancaman dari pihak tertentu. Selain itu, 

masyarakat sipil dan media memiliki peran penting dalam 

mengawasi jalannya sistem peradilan serta mendorong reformasi 

hukum yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan memperkuat 

independensi lembaga yudikatif, sistem checks and balances dapat 

berjalan lebih efektif, memastikan bahwa kebijakan pemerintah 

diawasi dengan baik dan bahwa keadilan tetap menjadi prinsip 

utama dalam penyelenggaraan negara. Jika langkah-langkah ini 

tidak segera diambil, maka peradilan akan terus menjadi 

instrumen politik yang rentan terhadap kepentingan kekuasaan, 

yang pada akhirnya akan merugikan prinsip demokrasi dan 

supremasi hukum. Oleh karena itu, menjaga independensi 

peradilan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi 

juga membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat 

untuk memastikan bahwa hukum tetap menjadi alat keadilan, 

bukan sekadar sarana kepentingan politik semata (Satriawan & 

Lailam, 2021). 

 

5. Pengaruh Kepentingan Ekonomi dan Korporasi 

Dalam banyak kasus, kekuasaan negara tidak hanya dipengaruhi 

oleh sistem pemerintahan, tetapi juga oleh kepentingan ekonomi 

dan korporasi besar. Lobi politik dari kelompok bisnis dapat 

mempengaruhi kebijakan legislatif dan eksekutif, sehingga 

keputusan yang diambil tidak selalu berdasarkan prinsip 

demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Ketika kebijakan negara lebih 

berpihak pada kepentingan korporasi daripada kepentingan 

publik, mekanisme checks and balances menjadi tidak efektif 

(Kusuma et al., 2024). 
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Otonomi daerah menjadi pilihan dalam praktik ketatanegaraan 

Negara Kesatuan. Indonesia sebagai negara kesatuan berdasarkan 

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, memiliki kondisi geografis berkepulauan memilih 

otonomi daerah sebagai suatu sistem ketatanegaraan yang mengatur 

hubungan pusat dan daerah. Sebagaimana dipahami oleh C.F. Strong, 

dalam negara kesatuan, kedaulatan tidak dibagi kepada entitas 

wilayah yang lebih kecil. Kekuasaan tetap berada pada pemerintah 

pusat secara utuh dan tidak terbatas, yang berarti tidak 

diperbolehkannya pembentukan lembaga pembuat undang-undang 

selain yang berada di tingkat pusat (Strong, 2004). Implikasi lainnya 

juga menunjukkan bahwa pemerintahan daerah yang berada di bawah 

pemerintah pusat wajib tunduk terhadap kebijakan yang dikeluarkan 

oleh pemerintah pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku (Sukardja, 2012). 

 

Otonomi Daerah 
Otonomi daerah lahir dari istilah bahasa Yunani, yakni autos yang 

berarti sendiri, dan nomos yang berarti undang-undang. Secara 

sederhana, otonomi daerah dapat dimaknai sebagai kemampuan 

untuk membentuk peraturan atau hukum sendiri (zelfwetgeving) 

(Supriatna, 2010),  namun dalam perkembangannya saat ini konsep 

otonomi telah meluas mencakup penyelenggaraan pemerintahan 

sendiri (zelfbestuur) (Huda, 2010). Secara lebih luas, otonomi berarti 

suatu sistem yang mengatur pembagian wewenang, tugas, dan 

tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan antara 

pemerintah pusat dan daerah (Huda, 2010). 

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan tanggung jawab 

yang dimiliki oleh daerah otonom untuk menyelenggarakan dan 

mengelola sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan 

masyarakat di wilayahnya. Pelaksanaan otonomi tersebut tetap harus 

menjunjung tinggi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah mengalami 

perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Definisi 

oleh undang-undang tersebut menunjukkan adanya prinsip 

kemandirian daerah dalam konsep local government. 
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Penutup 

Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan dua konsep yang 

saling melengkapi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai 

negara kesatuan. Otonomi daerah adalah perwujudan dari prinsip 

desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, terutama pada Pasal 18, 18A, dan 

18B. Konsep ini memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada 

daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap berada 

dalam bingkai NKRI. 

Desentralisasi memberikan dasar hukum bagi pelimpahan 

wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah secara 

teritorial maupun fungsional, untuk menjamin efisiensi pelayanan 

publik, memperkuat tata kelola yang demokratis, dan 

mendistribusikan sumber daya secara adil antar daerah. 

Korelasi antara pusat dan daerah terwujud atas dasar prinsip 

pembagian kewenangan yang proporsional, pengawasan, serta 

pentingnya koordinasi dan sinergi antara tingkat pemerintahan. 

Meskipun daerah memiliki kewenangan otonom, pemerintah pusat 

tetap memiliki peran dalam memberikan arahan, pendampingan, dan 

evaluasi untuk memastikan keselarasan kebijakan nasional dan 

daerah. Dengan demikian, otonomi daerah menjadi sarana strategis 

dalam mewujudkan demokratisasi, keadilan sosial, dan pembangunan 

yang merata, tanpa mengabaikan integrasi dan keutuhan negara. 

Prinsip otonomi daerah guna mewujudkan demokrasi di daerah 

sesuai dengan semangat dan amanah konstitusi. Amanah demokrasi 

berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, dan otonomi daerah didasarkan pada Pasal 18 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

sebagai bentuk demokrasi di daerah.  
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Konsep Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan Negara  
Sistem hukum negara tidak bisa dipisahkan dari konsep pemisahan 

dan pembagian kekuasaan negara. Sebab untuk menciptakan tatanan 

hukum yang demokratis serta apabila ingin menghindari sistem yang 

oligarkis dan tiran diperlukan adanya keseimbangan antar cabang 

kekuasaan negara. Dalam arti, di negara demokrasi konstitusional 

seperti yang diterapkan di Indonesia, tidak boleh ada organ atau 

entitas tunggal yang benar-benar mutlak mengendalikan sistem 

kebijakan negara secara dominan. Oleh karena itulah diperlukan 

adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara secara 

terpencar-pencar dengan cara dijalankan oleh beberapa lembaga 

negara. Tujuan pemencaran kekuasaan itu adalah untuk menciptakan 

sistem hubungan politik lembaga negara yang saling mengawasi dan 

mengimbangi kekuasaan satu sama lain (checks and balances). Tujuan 

itu juga dikatakan Jimly Asshiddiqie (2017), bahwa prinsip pemisahan 

dan pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan 

negara yang berpotensi menjadi alat penindas dan tindakan 

sewenang-wenang (abuse of power) oleh pemegang kekuasaan.  

Dalam praktik di banyak negara, konsep pembagian kekuasaan 

ini berkembang dalam dua bentuk utama, yaitu pemisahan kekuasaan 

(separation of power) dan pembagian kekuasaan (division atau 

distribution of power). Pemisahan kekuasaan (separation of power) 

dimaknai sebagai memisahkan cabang kekuasaan negara secara 

horizontal ke dalam fungsi-fungsi yang terpisah, biasanya berupa 

legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan 

kekuasaan (tyranny) melalui checks and balances. Dengan adanya 

pemisahan kekuasaan tersebut maka akan terhindar adanya 

konsentrasi atau pemadatan kekuasaan hanya pada satu lembaga saja. 

Misalnya, cabang kekuasaan eksekutif yang terlalu dominan 

dibanding legislatif dan yudikatif. Padahal, adanya pemisahan cabang 

kekuasaan itu diartikan memisahkan fungsi-fungsi organ negara 

secara tegas dalam kedudukan yang sederajat tanpa ada yang superior 

maupun inferior. Pemisahan kekuasaan lebih banyak digunakan 

dalam sistem negara seperti Amerika Serikat yang menganut sistem 

presidensiil dengan pemisahan kekuasaan yang tegas antar cabang 

pemerintahan. Sedangkan pembagian kekuasaan (division atau 

distribution of power) menggambarkan bahwa cabang kekuasaan 
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Gambar 13.1: Bagan Lembaga Negara Sebelum Amandemen 

Konstitusi 

Sumber: diolah penulis 

 

Meski UUD 1945 memiliki banyak kelemahan pengaturan 

dari segi lanskap politik kelembagaan negara, selama rezim Orde 

Baru sama sekali tidak ada wacana amandemen—sebagai akibat 

dominasi kekuasaan rezim Soeharto yang anti amandemen 

konstitusi. Saat Orde Baru pun, keberadaan anggota parlemen 

(MPR dan DPR) banyak berasal dari orang-orang yang mempunyai 

afiliasi politik dengan Soeharto, seperti dari kalangan ABRI dan 

Golkar. Alhasil, selama rezim Orde Baru sama sekali tidak 

tercermin prinsip checks and balances sebagaimana yang 

diidealkan dalam sistem demokrasi modern. Pengawasan 

parlemen yang tidak berjalan efektif juga berdampak signifikan 

karena mengakibatkan muncul penyalahgunaan kekuasaan, 

masifnya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), serta pelanggaran 

HAM. Ditambah lagi keberadaan lembaga peradilan belum 

sepenuhnya independen. Mahkamah Agung hanya memiliki 

kewenangan kasasi dan tidak dapat menguji undang-undang 

terhadap konstitusi—karena saat itu belum adanya Mahkamah 

Konstitusi. Sementara itu, fungsi pengawasan keuangan oleh BPK 

belum ditopang oleh sistem akuntabilitas publik yang kuat.  

Sebelum amandemen, selama rezim Orde Lama dan Orde 

Baru berkuasa, prinsip checks and balances tidak diterapkan 

secara efektif, sehingga banyak praktik otoritarianisme (Mahfud 

MD, 2007). Hubungan antar lembaga negara lebih didasarkan 

pada struktur hierarkis ketatanegaraan ketimbang prinsip saling 

mengawasi dan mengimbangi. Di era Orde Baru, oposisi politik 

nyaris tidak berfungsi karena lemahnya posisi parlemen dalam 

 

 MPR 

 DPR  Presiden  DPA  BPK  MA 
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sistem parlemen bikameral. Kekuatan DPD dapat ditingkatkan dengan 

memberikan kewenangan legislatif yang bersifat mengikat, bukan 

hanya bersifat pertimbangan semata. Langkah ini juga akan 

memperkuat representasi daerah secara substantif. Ketiga, 

diperlukan desain ulang arsitektur lembaga negara independen. 

Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas, kewenangan, 

dan urgensi keberadaan masing-masing lembaga independen, serta 

memperjelas mekanisme akuntabilitas dan pertanggungjawaban 

publiknya.  

Keempat, mendorong penguatan budaya demokrasi dalam 

praktik ketatanegaraan, terutama dalam hubungan antara Presiden 

dan DPR. Koalisi politik yang terlalu besar tanpa kehadiran oposisi 

yang efektif harus mulai ditinjau ulang, karena dapat menggerus 

fungsi pengawasan legislatif. Alhasil prinsip checks and balances tidak 

berjalan. Sistem demokrasi yang sehat memerlukan oposisi yang kuat 

dan rasional sebagai mitra kritis pemerintahan. Kelima, perlu 

dibangun etika bernegara yang kuat, khususnya dalam hal kepatuhan 

terhadap putusan pengadilan. Pembentuk Undang-Undang harus 

memiliki komitmen moral dan politik untuk melaksanakan putusan 

MK sebagai bentuk penghormatan terhadap supremasi konstitusi. 

Diperlukan pula mekanisme penegakan sanksi terhadap pejabat atau 

institusi yang dengan sengaja melanggar putusan pengadilan 

konstitusional. 
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Penulis sedang menempuh studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas 

Hukum Universitas Brawijaya dengan konsentrasi hukum tata negara 

dan peminatan hukum sumber daya alam. Sejak menempuh studi 

sarjana hingga saat ini Penulis aktif menulis artikel ilmiah, artikel 

populer yang diterbitkan di kanal media dan majalah hukum, hingga 

berpartisipasi menulis buku hukum. Beberapa buku yang pernah 

diterbitkan diantaranya berjudul “Konsep Hukum Pertambangan 

Indonesia: Sejarah, Konstitusi SDA, Hingga Pembaharuan Paradigma 

Kebijakan” yang diterbitkan pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 

2023 berhasil menerbitkan dua buku berjudul “Hukum Hak Asasi 

Manusia” serta berjudul “Hukum Hak Asasi Manusia: Dimensi 

Pemikiran, Perkembangan, dan Permasalahan”. Penulis juga aktif 

menjadi Peneliti pada Pusat Studi Hukum Pertambangan dan Energi 

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya serta Peneliti pada Pusat Riset 

Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya. Motivasi 

Penulis yang selalu menjadi pendorong untuk terus belajar adalah 

nasihat yang pernah disampaikan Imam Syafi’i yakni “Apabila kamu 

tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup 

menahan perihnya kebodohan.” 
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Teori Hak Asasi Manusia dalam Pusaran Hak Konstitusional 

di Indonesia 

Keberadaan hak asasi manusia di Indonesia memang tidak bisa 

dilepaskan secara langsung dengan pengertian hak asasi manusia 

secara universal. Hal tersebut karena hak asasi manusia pada mulanya 

muncul kerana adanya perjuangan penegakan hak asasi manusia di 

tanah eropa melalui deklarasi hak-hak asasi manusia dan penduduk 

negara (Declaration des Drooits I Hommes et du Citoyen 1789) di 

prancis. (Effendi, 2005) Dalam deklarasi tersebut ditegaskan bahwa: 

Pasal 1: “Semua manusia itu lahir dan tetap bebas dan sama dalam 

hukum, perbedaan sosial hanya didasarkan pada kegunaan umum” dan 

Pasal 2: “Tujuan negara melindungi hak-hak alami dan tidak dapat 

dicabut atau dirampas. Hak-hak alami meliputi hak kebebasan, hak 

milik, hak perlindungan, dan hak keamanan.” 

Pengakuan hak asasi manusia di abad ke-20 kembali dipertegas 

oleh presiden Franklin D. Roosevelt pada tahun 1941 melalui slogan 

Four Freedoms. Hal serupa juga terjadi pada tahun 1948 dimana 

deklarasi universal hak asasi manusia terjadi lagi. Selanjutnya pada 

tahun 1966 melalui sidang umum majelis Persatuan Bangsa Bangsa 

yang selanjutnya disebut PBB menyetujui mengenai hak-hak ekonomi, 

sosial, dan budaya serta perjanjian tentang hak sipil dan politik. 

Seperti halnya negeri di seluruh dunia yang meratifikasi 

perjanjian dan deklarasi PBB tentang HAM, maka Indonesia juga ikut 

serta mencantumkan beberapa hak asasi dalam pembukaan dan 

batang tubuh Undang-Undang Dasar NRI 1945 hingga undang-undang 

di bawahnya. Misalnya saja definisi Hak Asasi Manusia pada UU No. 39 

Tahun 1999 disebutkan dalam pasal 1 “Hak asasi manusia adalah 

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia 

sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah-Nya 

yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, 

hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta 

perlindungan harkat dan martabat manusia”. 

Secara lebih jelas Soetandyo Wignyosoebroto mendefinisikan 

HAM sebagai hak yang melekat secara kondrati pada semua mahluk 

hidup yang dilahirkan sebagai manusia, yang memberikan jaminan 

moral dan menikmati kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang 
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tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), yang dimaksud 

dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah perselisihan dalam 

ranah hukum administrasi negara antara individu atau badan 

hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik 

di tingkat pusat maupun daerah, yang timbul akibat 

dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Sengketa ini 

juga mencakup perkara kepegawaian yang didasarkan pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

3. Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara melalui 

Peradilan Umum 

Perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan umum 

(regular courts) telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam 

praktik peradilan, baik dalam perkara perdata maupun pidana. 

Hukum acara yang digunakan dalam kedua jenis peradilan 

tersebut, selain berfungsi sebagai pembatas terhadap kewenangan 

hakim, juga berperan sebagai instrumen perlindungan terhadap 

hak-hak konstitusional para pihak yang terlibat dalam proses 

hukum. 

Dalam perkara perdata, meskipun sifat sengketanya bersifat 

antar individu dan fokus utamanya adalah pada penegakan 

kebenaran formal, bukan berarti proses tersebut terbebas dari 

potensi pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional. Pelanggaran 

justru bisa terjadi dari pihak hakim sebagai representasi 

kekuasaan negara, misalnya ketika hakim keliru dalam 

menerapkan hukum atau salah dalam menilai fakta, yang pada 

akhirnya dapat merugikan salah satu pihak dalam bentuk 

pelanggaran terhadap hak atas kepastian hukum yang adil. Oleh 

karena itu, pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk 

mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, hingga 

peninjauan kembali. 

 

4. Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara melalui 

Pengadilan Hak Asasi Manusia 

Perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan Hak Asasi 

Manusia (ad hoc) berkaitan dengan penanganan pelanggaran HAM 
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berat yang terjadi di masa lalu. Situasi semacam ini umumnya 

dialami oleh negara-negara yang sebelumnya berada di bawah 

pemerintahan otoriter, dan saat bertransisi menuju sistem 

demokrasi yang menghormati HAM, muncul pertanyaan mengenai 

bagaimana cara menyelesaikan pelanggaran HAM yang telah 

terjadi (Arinanto, 2003). 

Inilah yang kemudian dikenal sebagai isu 'keadilan 

transisional'. Dalam menyikapi persoalan tersebut, terdapat dua 

pandangan: pertama, kelompok yang mendukung penyelesaian 

melalui jalur hukum, yang mendorong pembentukan pengadilan 

HAM dan kedua, kelompok yang menolak pendekatan hukum, yang 

lebih memilih dibentuknya komisi kebenaran dan rekonsiliasi 

sebagai sarana penyelesaian. 
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Pendahuluan  
Dalam bukunya Textbook on International Human Rights, Smith 

menegaskan bahwa “Hak asasi manusia dan kebebasan fundamental 

merupakan hak yang melekat pada diri semua manusia dan menjadi 

tanggung jawab utama pemerintah untuk melindungi serta 

memenuhinya (Smith, 2013). Pernyataan ini menegaskan bahwa hak 

asasi manusia bukanlah pemberian, melainkan sesuatu yang secara 

kodrati dimiliki oleh setiap individu (Hornby, 2006).  

Kesadaran akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia 

turut berkontribusi terhadap perkembangan hukum di Indonesia, 

khususnya pada era reformasi. Pada masa tersebut, terdapat 

kemajuan yang signifikan dalam upaya perlindungan hak asasi 

manusia, yang tercermin dari adanya tekad kuat untuk melakukan 

perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Tekad tersebut diwujudkan 

melalui 4 (empat) amandemen, di mana amandemen kedua menjadi 

tonggak penting karena menghadirkan perubahan struktural berupa 

penambahan BAB XA mengenai Hak Asasi Manusia (Yuli Asmara, 

2020)  yakni mulai Pasal 28A hingga Pasal 28J. 

Amandemen tersebut memperlihatkan bahwa komitmen Negara 

Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia warga negaranya 

semakin kuat. Hal ini sejalan dengan prinsip yang terdapat dalam 

hukum hak asasi manusia baik tingkat internasional maupun nasional 

yang secara tegas menetapkan negara memiliki kewajiban untuk 

menjamin, menghormati, melindungi dan memenuhi hak setiap 

individu dalam wilayah yurisdiksinya, Tidak hanya itu saja, hukum 

hak asasi manusia juga melarang negara untuk melakukan tindakan 

yang dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. 

Dengan demikian, keterkaitan antara hak asasi manusia dan 

prinsip dasar negara hukum menjadi sangat fundamental dalam 

sistem hukum Indonesia. Melalui UUD NRI Tahun 1945, Indonesia 

menegaskan  bahwa perlindungan terhadap hak-hak dasar warga 

negara merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan negara. 

Berbagai hak seperti hak hidup, kebebasan beragama, kebebasan 

berpendapat, dan hak atas keadilan dijamin secara konstitusional, 

menandakan bahwa penghormatan terhadap martabat manusia 

adalah bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip negara hukum. 
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mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung 

tinggi serta melaksanakan Universal Declaration of Human Rights, 

termasuk berbagai instrumen internasional lain yang telah diratifikasi 

oleh Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban negara 

terhadap hak asasi manusia tidak hanya berlaku secara nasional tetapi 

juga terikat oleh norma dan komitmen internasional. Disamping itu, 

terdapat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan 

Hak Asasi Manusia yang menjadi instrumen penting dalam 

penanganan pelanggaran hak asasi manusia berat. Kemudian dalam 

bidang kebebasan berpendapat dan berekspresi,  berlaku Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan 

Pendapat di Muka Umum. Kemudian untuk hak asasi anak terdapat 

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak sedangkan kelompok rentan seperti perempuan, penyandang 

disabilitas dan masyarakat juga dijamin melalui regulasi sektoral 

seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 

Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

terhadap Perempuan. Keseluruhan peraturan ini menunjukkan 

kewajiban negara secara konstitusional telah diatur sebagai 

komitmen Indonesia dalam membentuk sistem perlindungan yang 

responsif terhadap dinamika hak asasi manusia. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban 

negara terhadap hak asasi manusia tidak bersifat pasif, melainkan 

aktif dan menyeluruh. Negara bertanggung jawab untuk tidak hanya 

menghindari tindakan yang melanggar hak individu tetapi juga 

berkewajiban melindungi masyarakat dari pelanggaran oleh pihak 

lain serta menjamin terpenuhinya hak-hak dasar melalui kebijakan 

yang inklusif dan berkeadilan. Aspek kewajiban tersebut ialah 

menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi warga negara 

Indonesia. Melalui perangkat hukum yang ada, Indonesia membentuk 

sistem yang bertujuan untuk memastikan setiap warga negaranya 

memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak-haknya secara adil 

dan bermartabat. 
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Konstitusi Baru  

Serangkaian transformasi yang terjadi dalam masyarakat 

kontemporer memberikan tantangan terhadap aparat hukum 

ketatanegaraan yang ada. Perubahan yang disebabkan oleh revolusi 

digital dalam kaitannya dengan diri kita sendiri, hubungan kita dengan 

individu lain, dan pada akhirnya, dalam dunia masyarakat pada 

umumnya bergejolak di bawah norma-norma konstitusi yang telah 

dibentuk untuk komunitas ‘analog’. Namun, ekosistem konstitusional 

tidak tinggal diam. Pengaturan konstitusi yang ada sedang 

dimodifikasi atau diintegrasikan sedemikian rupa sehingga dapat 

mengatasi transformasi era digital dengan lebih baik (Celeste, 

Constitutionalism in the Digital Age, 2018).  

Berbagai tindakan bermunculan untuk mengatasi tantangan 

konstitusional dalam revolusi digital. Mereka berupaya untuk 

menegaskan kembali hak-hak dasar kita dalam konteks digital dan 

menyeimbangkan kembali asimetri kekuasaan yang baru. 

Meningkatnya kekuasaan negara, melalui penggunaan teknologi 

digital, telah memperoleh kendali lebih besar atas kehidupan 

warganya. Namun juga, kekuatan ‘silicon giants’ baru, (Rodotà, 2010) 

perusahaan multinasional yang kuat, dengan mengelola produk dan 

layanan digital, nyatanya mempengaruhi cara kita menikmati hak-hak 

dasar kita. Contoh paradigmatiknya adalah perkembangan progresif 

undang-undang perlindungan data. Suatu bidang hukum yang 

memiliki implikasi konstitusional yang mendalam, karena dirancang 

untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan swasta untuk 

mengontrol badan digital kita, dan secara paralel bertujuan untuk 

memperkuat serangkaian hak-hak positif individu, seperti 

kemampuan mereka untuk secara bebas mengembangkan 

kepribadian mereka di dunia online. 

Namun, menariknya, proses konstitusionalisasi masyarakat 

digital yang rumit ini tidak dilakukan secara terpusat: tidak ada satu 

perumus konstitusi. Seperti halnya di sebuah lokasi konstruksi yang 

luas terdapat beberapa perusahaan kontraktor yang bekerja pada 

waktu yang sama, maka dalam lingkungan global, konstitusionalisasi 

secara bersamaan terjadi di berbagai tingkat masyarakat. Tidak hanya 

dalam lingkup kelembagaan negara-bangsa, namun juga di luarnya: 
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Norma-norma konstitusi yang ada, yang dibentuk untuk masyarakat 

analog, berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi 

sebelumnya. Oleh karena itu, kita melihat perlunya transformasi yang 

segera dan drastis. Konstitusionalisme digital akan mewakili seruan 

untuk segera mengambil tindakan perbaikan. 

Jika revolusi digital dianggap sebagai sebuah bencana yang akan 

terjadi dan tidak dapat dielakkan, maka besarnya perubahan 

konstitusi juga akan didramatisasi. Ekosistem konstitusional masih 

harus sepenuhnya menyadari betapa parahnya badai yang telah mulai 

mereka hadapi. Masyarakat telah menunggu hingga menit terakhir 

untuk memahami perlunya bereaksi terhadap tantangan revolusi 

digital, dan kini ada kesan bahwa transformasi normatif yang 

diperlukan akan mewakili revolusi Copernicus. 

Tentu saja, munculnya penolakan konstitusional bukanlah bukti 

yang mendukung visi ekosistem konstitusional yang mendorong 

revolusi digital – hal ini memang benar adanya. Namun, dari sudut 

pandang objektif, momen konstitusional saat ini tidak mewakili 

sebuah pergolakan radikal. Kita tidak menghadapi perubahan 

paradigma yang secara permanen mengubah bentuk identitas 

konstitusional kita. Misalnya, kita tidak menyaksikan transisi dari 

demokrasi ke teknokrasi (Castorina, 2015). Konstitusionalisme digital 

tidak mendukung selera nilai-nilai dasar konstitusi kita. Sebaliknya, 

hal ini berakar kuat pada prinsip-prinsip dasar ini. 

Konstitusionalisme digital memperjuangkan penerjemahannya 

dalam konteks masyarakat digital. Inovasi, tentu saja, terjadi – cukup 

dengan mempertimbangkan fakta bahwa konstitusionalisme digital 

juga berupaya membatasi kekuasaan aktor swasta. Konteks 

masyarakat tentu saja menyebabkan perubahan serupa. Namun hal ini 

tidak menumbangkan paradigma awal konstitusi yang berlandaskan 

nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, dan 

perlindungan hak asasi manusia. Konstitusionalisme digital 

melanggengkan prinsip-prinsip konstitusional ini dalam realitas 

sosial yang bermutasi: dalam masyarakat digital, DNA 

konstitusionalisme kontemporer pada akhirnya tetap terpelihara. 
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Pendahuluan  
Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar 

tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. 

Karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari 

pada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat 

pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi 

sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan 

yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi, suatu 

negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi 

perubahan dalam konstitusinya. 

Konstitusi pada sebuah negara memiliki fungsi formal, yakni alat 

untuk menunjukkan eksistensi diri kepada dunia luar, sebagai 

identitas diri suatu negara dan alat penunjuk kedewasaan suatu 

negara. Dengan demikian, suatu negara tidak mungkin terbentuk 

tanpa konstitusi. Keberadaan konstitusi dalam suatu Negara menjadi 

sangat esensial, bahkan dapat dikaitkan konstitusi adalah salah satu 

unsur atau elemen terbentuknya suatu Negara di samping unsur 

rakyat, wilayah dan adanya pemerintahan (Indra Muchlis Adnan, 

2017,6). 

Konstitusi suatu negara sangat fundamental hakekatnya, karena 

merupakan landasan dan patokan segala kiprah penyelenggara 

negara dalam mengendalikan kemudi pemerintahan, sekaligus 

merupakan sumber hukum bagi warga negaranya yang paling tinggi 

nilainya. Konstitusi itu diibaratkan sebagai suatu wadah tempat 

melindungi dan menjaga keseimbangan kepentingan yang saling 

bertentangan dalam masyarakat. Konstitusi adalah hukum tertinggi 

dan tertulis yang mengatur tentang mekanisme penyelenggaraan 

negara, sebagai kumpulan aturan pembagian kekuasaan Negara dan 

membatasi kekuasaan pemerintah sehingga tidak sewenang wenang. 

Globalisasi sebagai sebuah realitas tidak dapat dihindari. 

Globalisasi membentuk hubungan lintas negara dan lalu lintas 

tersebut memperlihatkan adanya ketergantungan satu dengan yang 

lain serta untuk saling membutuhkan dan melengkapi. Pada satu sisi, 

perkembangan telah memberi dampak positif dan negara dapat 

merasakan manfaatnya. Dengan perkembangan sistem teknologi, 

informasi, komunikasi, dan transportasi, negara diberikan 

kemudahan dalam melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan 
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mengancam kedaulatan hukum negara, terutama ketika negara 

dipaksa untuk mengadopsi hukum atau kebijakan yang mungkin 

bertentangan dengan kepentingan domestik mereka. Contoh 

nyata adalah dalam bidang perdagangan bebas, di mana negara 

harus menyesuaikan aturan ekonominya dengan kebijakan 

perdagangan internasional yang ditetapkan oleh WTO. 

2. Ketimpangan Ekonomi dan Sosial: Globalisasi seringkali 

menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial antarnegara. 

Negara-negara berkembang seringkali mengalami kesulitan 

dalam menyesuaikan hukum tata negara mereka untuk mengikuti 

standar global yang diterapkan oleh negara maju. Misalnya, 

dalam isu perubahan iklim, negara-negara berkembang sering 

mengalami kesulitan untuk mematuhi regulasi lingkungan global 

yang mahal dan kompleks. 

3. Kepentingan Multinasional vs. Kepentingan Nasional: 

Perusahaan multinasional yang beroperasi lintas negara 

seringkali memiliki pengaruh yang besar terhadap kebijakan 

hukum tata negara. Kepentingan korporasi global dapat 

bertabrakan dengan kepentingan nasional, terutama dalam hal 

regulasi lingkungan, tenaga kerja, atau pajak. Hal ini dapat 

mengakibatkan lemahnya implementasi hukum tata negara 

karena negara harus menghadapi tekanan dari aktor-aktor 

ekonomi global 

 

Peran konstitusi mengalami penyesuaian, terutama dalam 

mengakomodasi perubahan yang datang dari interaksi global. 

Beberapa poin penting yang harus diperhatikan terkait peran 

konstitusi di tengah globalisasi adalah : 

1. Konstitusi sebagai Instrumen untuk Menyesuaikan Diri dengan 

Globalisasi: Dalam konteks globalisasi, banyak negara melakukan 

amandemen konstitusi untuk menyesuaikan dengan kewajiban 

internasional atau standar global, terutama di bidang hak asasi 

manusia, perdagangan, dan lingkungan hidup. Negara-negara 

yang tergabung dalam organisasi internasional sering kali harus 

mengubah konstitusi atau memperkenalkan undang-undang 

baru untuk mematuhi standar global yang disepakati. Sebagai 
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contoh, banyak negara di Eropa melakukan reformasi konstitusi 

untuk memenuhi kriteria keanggotaan Uni Eropa. 

2. Konstitusi sebagai Pelindung Kedaulatan: Meskipun ada 

dorongan untuk menyesuaikan dengan norma-norma 

internasional, konstitusi juga harus tetap menjadi alat untuk 

menjaga kedaulatan negara. Dalam beberapa kasus, negara harus 

memprioritaskan kepentingan nasional ketika norma-norma 

internasional dianggap bertentangan dengan konstitusi atau 

kepentingan rakyat. Misalnya, ada debat yang berkelanjutan 

mengenai penerapan hukum internasional dalam kasus-kasus 

terkait keamanan nasional atau identitas budaya yang dianggap 

tidak sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional negara 

tersebut. 

3. Hak Konstitusional dalam Konteks Global: Globalisasi 

menekankan pentingnya perlindungan hak-hak individu dan 

kelompok dalam konstitusi, terutama di era keterbukaan 

informasi, arus migrasi, dan interaksi lintas batas. Perlindungan 

hak asasi manusia menjadi elemen penting dari konstitusi 

modern, dan implementasi norma hak asasi internasional harus 

diselaraskan dengan konstitusi. Misalnya, hak-hak pekerja 

migran atau pengungsi harus diatur dalam kerangka hukum 

nasional yang sesuai dengan standar internasional, tetapi tetap 

menghormati struktur dan budaya hukum domestik. 
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